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ABSTRAK

Penyitaan dan pengembalian harta hasil korupsi kepada negara merupakan hal
yang harus ditegakkan dengan tegas dalam pemerintah, dengan penyitaan dan
pengembalian harta korupsi akan memiskinkan koruptor. Mengingat korupsi
merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga harus dihadapi
dengan upaya ekstra keras. Karena dampak dari tindak pidana korupsi ini telah
memberikan efek yang berkarat pada pertumbuhan ekonomi, sementara sejumlah
harta yang sangat besar akan menjadi hilang sepanjang proyek implementasi korupsi
masih ada.

Untuk menjawab persoalan di atas, telah dilakukan penelitian literatur yang
sifatnya kepustakaan. Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
analitik yang komparatif, dengan tujuan memaparkan dalam penetapan eksekutorial
harta hasil korupsi dan pengembalian harta hasil korupsi menurut hukum positif
Indonesia dan hukum pidana Islam sehingga dapat diketahui penetapan eksekutorial
harta hasil korupsi dan pengembalian harta hasil korupsi tersebut. Adapun pendekatan
yang dipakai pada penelitian dalam hokum pidana Islam adalah pendekatan Magasyid
asy-Syari’ah yang menitik beratkan pada kemaslahatan bagi Negara.

Syari’ah bertujuan mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia sebagai
yang disebut dengan maqasid as-syari’ah. Di antara kemaslahatan yang hendak dituju
tersebut adalah terpeliharanya harta benda (hifz al-mal). Hukum pidana Islam (fikih
Jinayah) mengkategorikan eksekusi harta hasil korupsi dan pengembalian harta hasil
korupsi sebagai sanksi hukuman fa’zir, di mana macam perbuatan dan batasan
hukumannya diserahkan kepada hakim selama tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip syari’ah dan dapat mewujudkan al-maslahah al-‘ammah. Dalam hukuman
eksekusi harta hasil korupsi ini dalam hukuman ta ’zir ini masuk dalam hukuman
denda. Di mana pelaku korupsi mengganti dua kali lipat dari hasil korupsinya.

Eksekusitorial harta hasil korupsi dalam hukum positif Indonesia (UU No. 31
Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi) masuk dalam
pidana tambahan Pasal 18 ayat (1) huruf a. Pelaku korupsi harus dihukum dan
mengembalikan harta hasil korupsinya sesuai dengan hasil kejahatannya, kepada
pemerintah, untuk mensejahterakan rakyat.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
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A

Konsonan Tunggal

Indonesia Nomor: 158/1987 dan

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
| Alif tidak dilambangkan -
- Ba’ b be
- Ta’ t te
< $3’ § s (dengan titik di atas)
z Jim J je
. Ha’ h ha (debr;gvsght)ltlk di
c Kha’ kh ka dan ha
2 Dal d de
5 Zal 7 z (dengan titik di atas)
J Ra’ r er
B Zal y zet
o Sin S es
B Syin sy es dan ye
- Sad 5 es (degwagvight)ltlk di
L Dad d de (debr;%\'jmght)ltlk di
_, te (dengan titik di
= 1a ¢ ( bagwah)
) - zet (dengan titik di
= za 7 ( bawah)
g ‘Ain ‘ koma terbalik ke atas
¢ Gain g ge
) Fa’ f ef
3 Qaf q qi
< Kaf K ka
J Lam I ‘el
2 Mim m ‘em
J Nin n ‘en
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) Wawi w w
> Ha’ h ha
s Hamzah ‘ apostrof
¢ Ya’ y yeé

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

Er
WA

T XV

Ditulis
XS Ditulis

Muta ‘addidah
‘iddah

Ta’ Marbiit}ah di akhir kata

1. Bila ta’ marbutah dibaca mati ditulis dengan h, kecuali untuk kata-kata
Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat
dan sebagainya.

E °; ;

Ditulis
Ditulis

Hikmah
Jizyah

2. Bila ta’ marbut}ah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua
itu terpisah, maka ditulis dengan h

| G5y 4zl S | ditulis | Karamah al-auliya’ |

3. Bila ta’ marbut}ah hidup atau dengan harakat, fatkah, kasrah dan
dammabh ditulis t

| Ll 3E | ditulis | zakah al-figr |
Vokal Pendek
I Fathah ditulis a
N kasrah ditulis i
Dammah ditulis u
Vokal Panjang
1. Fathah + alif ditulis a
Al ditulis Jjahiliyyah
2. Fathah + ya’ mati ditulis a
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(i ditulis tansa

3. kasrah + ya’ mati ditulis r
o S ditulis karim

4. Dammah + wawu mati ditulis i
R ditulis furiid

Vokal Rangkap
1. Fathah + ya’ mati ditulis ai
& ditulis bainakum

2. Fathah + wawu mati ditulis au

Js ditulis gaul

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan
tanda apostrof (*).

R

Ditulis

A’antum

Ditulis

La’in syakartum

Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila kata sandang alif" + lam diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan al.

ol ol

ditulis

Al-Qur’an

A

ditulis

Al-Qiyas

2. Bila kata sandang a/if + lam diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan
menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan
huruf 1 (el)-nya.

NP

ditulis

al-Sama’

o T “

ditulis

al-Syams

Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan

(EYD).




Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau
pengucapannya.

w25 odl 53 ditulis Zawi al-furiid
AL O ditulis Ahl al-Sunnah




MOTTO

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari
apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti
langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu
adalah musuh yang nyata bagimu.

Al-Bagarah (2): 168
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara garis besar ajaran Islam dibedakan ke dalam tiga bagian yaitu:
akidah, syari’ah dan akhlaq. Akidah berisi tentang keyakinan umat Islam, syari’ah
berisi tentang aturan-aturan dan sanksi bagi yang melanggar aturan-aturan tersebut
dan akhlaq berisi tentang tuntunan perilaku dan adab kesopanan baik kepada

Allah SWT. maupun kepada sesama manusia.'

Hukum Islam yang disyariatkan Allah SWT., pada hakikatnya
diproyeksikan untuk kemaslahatan manusia. Salah satu kemaslahatan yang
hendak diwujudkan dengan pensyari’atan hukum tersebut adalah terpeliharanya
harta dari pemindahan hak milik yang menyimpang dari prosedur hukum, dan dari
pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT. Oleh karena itu,
larangan mencuri (sarigah), merampas, mencopet dan sebagainya adalah untuk
memelihara keamanan harta dari pemiliknya yang tidak sah. Misalnya, larangan
menggunakan harta sebagai taruhan judi dan memberikannya kepada orang lain
yang diyakini akan menggunakannya untuk berbuat maksiat, karena
pemanfaatannya tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT., menjadikan

kemaslahatan yang akan dituju dengan harta itu tidak tercapai.

Islam menjadi pedoman hidup untuk menyelesaikan persoalan-persoalan

yang bermunculan dalam kehidupan masyarakat baik permasalahan dalam bidang

' Muhammad Nurul Irfan, Tindak Pida Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Figih
Jinayah, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), him. 1



agama, politik, sosial, maupun hukum. Kenyataannya, dalam berbagai kasus
internasional, Islam identik dengan wacana kekerasan dan keterbelakangan. Di
Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, kejahatan-kejahatan terhadap
publik, seperti korupsi, pemerasan, penyuapan, bahkan prostitusi sampai saat ini

masih sering menghiasi rubrik media cetak.

Salah satu aturan Islam adalah mencari kehidupan dari sumber-sumber
yang halal. Islam mengajarkan kepada umatnya agar dalam mencari nafkah
kehidupan, hendaknya menempuh jalan yang halal dan terpuji dalam pandangan

2
syara’.

Negara Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama
Islam, akan tetapi penduduknya banyak yang melakukan korupsi, dan pemerintah
kurang begitu tegas dalam menegakkan hukuman bagi koruptor. Tindak pidana
korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat, dan perkembangannya terus
meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah
kerugian Negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin

sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.’

Koruptor hanya dihukum tidak sesuai dengan apa yang telah diperbuatnya.
Seperti kasus Gayus yang berada dalam penjara dapat menyuap aparat penegak
hukum, bahkan Gayus dapat berlibur ke Bali, menjadi bukti betapa berkuasanya

uang dalam penegakan hukum di Indonesia. Parahnya, uang suap yang diberikan

2 Korupsi dalam Pandangan Islam, http://smp3smi.wordpress.com/2009/06/03/korupsi-
dalam-pandangan-syariat. akses 3 Juni 2009.

*Moh. Hatta, Kebijakan Politik Kriminal (Penegakan Hukum Dalam Rangka
Penanggulangan Kejahatan), (Y ogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 75



itu berasal dari hasil korupsi yang merugikan Negara. Hukum pemiskinan ini akan
lebih ditakuti oleh orang-orang yang akan melakukan tindak pidana korupsi.
Penyusun kira pemiskinan ini lebih ditakuti. Kalau hartanya disita negara akan
berfikir berkali-kali untuk melakukan korupsi. Sehingga, penerapan hukuman
pemiskinan menjadi pilihan yang sangat rasional bagi para koruptor di Indonesia.
Untuk hukum pemiskinan harus kita fikirkan untuk dilaksanakan di masa yang
akan datang. Jika polisi sebelumnya menyita semua harta Gayus, maka kejadian
penyuapan itu tidak akan pernah terjadi lagi. Masih banyak para koruptor lain
yang harus diatasi oleh pemerintah secara tegas, uang negara telah banyak dicuri
oleh para koruptor yang semestinya untuk membangun perekonomian dan
kemajuan negara Indonesia. Bagaimana pemerintah mengatasi masalah ini karena

sangat banyak harta kekayaan negara yang dicuri dan negara sangat dirugikan. *

Pemiskinan koruptor dalam artian penyitaan harta koruptor seperti
dilontarkan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD maupun anggota Satgas
Antimafia Hukum Mas Achmad Santosa menjadi konsep yang menarik untuk
didiskusikan, terutama dalam pembaharuan hukum dalam penanganan tindak
pidana korupsi. Ide pemiskinan menarik karena di balik semua antusiasme
memberantas korupsi yang ditopang oleh Polri, Kejaksaan, KPK, maupun
Pengadilan Tipikor, ternyata terdapat ironi tajam sebab di samping peningkatan
keberhasilan pemberantasan korupsi, ternyata masih menghadapi masalah serius,

yaitu kolusi dan korupsi dalam penanganan korupsi itu sendiri.

* Hari Purwadi, “Pemiskinan Koruptor”, dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Solo. Email: h_purwadie@yahoo.com, http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/hari-
purwadi/ akses 25 November 2010.



Dalam UU Antikorupsi lama (Pasal 18 UU No. 3 Tahun 1971 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) sebenarnya diatur lebih jauh mengenai
kekayaan yang dimiliki oleh terdakwa dan tidak dapat dijelaskan asal-usulnya,
juga tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya.
Dalam hal itu, UU No.3 Tahun 1971 menetapkan kondisi tersebut sebagai bagian
dari korupsi. Ketentuan tersebut dapat berarti upaya pemiskinan, seditak-tidaknya
mengembalikan terdakwa pada kondisi “kekayaan wajar”, yaitu kekayaan
seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya. Kekayaan
selebihnya dan tidak dapat diterangkan asal-usul penambahannya harus

dikembalikan pada negara.’

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi telah
cukup banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan
dan pemberantasan korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001
tentang Tindak Pidana Korupsi ini akan secara khusus membahas tentang UU No.
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah
diubah dengan UU No. 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.®

Memanfaatkan harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi
tidak berbeda dengan memanfaatkan harta yang dihasilkan dengan cara-cara

illegal lainnya, karena harta yang dihasilkan dari tindak korupsi sama dengan

° Hari Purwadi, “Pemiskinan Koruptor”, dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas
Maret Solo. Email: h_purwadie@yahoo.com, http://gagasanhukum.wordpress.com/tag/hari-
purwadi/ akses 25 November 2010.

% Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 25.



harta rampasan, curian, hasil judi, dan sebagainya. Jika cara memperolehnya

sama, maka hukum memanfaatkan hasilnya pun sama.

Dalam hal ini ulama fikih sepakat bahwa memanfaatkan harta yang
diperoleh dengan cara-cara illegal (di luar prosedur) adalah haram, sebab pada
prinsipnya harta itu bukanlah milik yang sah, melainkan milik orang lain yang
diperoleh dengan cara tidak sah. Dasar yang menguatkan pendapat ulama fikih ini

antara lain ialah firman Allah SWT.:

YL Ol J)sal (e a3 1 IS ASS ) Ley 1oty Jladly wSiay oS gl 15ISE Y

70y salas el"ij

Pada ayat ini terdapat larangan memakan harta orang lain yang diperoleh
dengan cara-cara batil, termasuk didalamnya mencuri, menipu dan termasuk

korupsi.

Dalam Islam harta benda merupakan salah satu dari lima al-masalih al-
daruriyah dan hifz al- mal merupakan maqasid al-syari’ah. Dengan kata lain
Islam melindumgi harta milik dan karenanya mengharamkan cara-cara yang batil

dalam penguasaan harta milik.

Larangan dalam ayat di atas menunjukkan bahwa memakan barang atau
harta orang lain, baik bersifat individu atau harta orang banyak hukumnya haram.
Pelakunya diancam dengan dosa. Islam sebagai agama eskatologis, mengajarkan

kepada semua umatnya untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya.

7 Al-Bagarah (2): 188



Memakan harta korupsi sama dengan memakan barang haram. Bagi umat Islam

yang paling berat adalah sanksi terhadap pelaku korupsi di akhirat.

Korupsi termasuk ke dalam salah satu jarimah yang tidak disebutkan oleh
nash secara tegas, oleh karena itu ia tidak termasuk ke dalam jenis jarimah yang
hukumannya adalah had dan gishash. Korupsi sama seperti hukum ghasab,
walaupun harta yang dihabiskan si pelaku korupsi melebihi nishab harta yang
dicuri yang hukumannya potong tangan. Tidak bisa disamakan dengan hukuman
terhadap pencuri yaitu potong tangan, hal ini karena termasuk syubhat. Akan
tetapi hukumannya masuk dalam jarimah ta’zir, yang mana keputusan hukuman
berada dalam tangan hakim. Dalam jarimah korupsi ada tiga unsur yang dapat
dijadikan pertimbangan bagi Hakim dalam menentukan besar hukuman
perampasan harta orang lain, pengkhianatan atau penyalahgunaan wewenang, dan

kerjasama dalam kejahatan.®

Pidana atas harta (al-‘uqubah al-maliyah), yaitu hukuman yang
dijatuhkan atas harta kekayaan seseorang, seperti diyat, denda dan perampasan.
Pidana atas harta ini masuk dalam jarimah fa zir. Dalam perampasan harta, ulama
berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang mengartikannya dengan menahan harta
terhukum  selama  waktu  tertentu, bukan dengan merampas atau

menghancurkannya. Alasan mereka adalah karena tidak boleh mengambil harta

8 Ismail, “Hukum Islam dan Korupsi”, http://kumpulan-makalah-

dlords.blogspot.com/2009/07/hukum-islam-dan-korupsi.html, akses Senin 20 Juli 2009



seseorang tanpa ada alasan hukum yang membolehkannya. Akan tetapi alasan
para ulama yang tdak membolehkannya ini tidak dapat diterima oleh jumhur
ulama, karena banyak bukti, baik Rasulullah maupun Khulafa al-Rasyidin
menerapkan sanksi fa’zir berupa harta ini, seperti keputusan Rasul yang
memerintahkan untuk menghancurkan tempat khamr dan mendenda dengan dua
kali lipat buah-buahan yang dicuri dari pohonnya serta memberikan hukuman

didenda kepada pencuri harta bukan dari tempat penyimpanannya yang layak.’

B. Pokok Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang penyusun kemukakan di atas,

muncul pokok masalah yang menjadi kajian khusus dalam skripsi ini, adalah:

1. Bagaimana peraturan penetapan cksekutorial harta hasil korupsi dalam
Hukum Positif Indonesia (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun
2001) dan Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)?

2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap eksekutorial harta hasil
korupsi yang diberlakukan dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang
pemberantasan tindak pidana korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang
perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak

pidana korupsi?

 H.A. Djazuli, Figh Jinayah, cet. ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), him.
207



C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan pokok permasalahan yang dikaji, maka tujuan dari penelitian

ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Untuk menjelaskan tentang peraturan penetapan Eksekutorial Harta
Hasil Korupsi dalam pandangan Hukum Positif Indonesia (UU
No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001) dan Hukum Pidana
Islam (Fikih Jinayah).

Untuk menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap Eksekutorial
Harta Hasil Korupsi yang diberlakukan dalam Hukum Positif

Indonesia (UU No.31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001).

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1.

Diharapkan dapat memperluas wawasan yang komprehensif
tentang hukum positif Indonesia (UU No.31 tahun 1999 jo. UU
No.20 tahun 2001) dan hukum pidana Islam (Fikih Jinayah).
khususnya dalam masalah eksekutorial harta hasil korupsi.

Diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi
dunia akademik, dan memberikan pemahaman baru terhadap
masyarakat umum tentang peraturan dalam penetapan hukum

eksekutorial harta hasil korupsi khususnya.



D. Telaah Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini belum ada yang membahas tentang
eksekutorial harta hasil korupsi dalam perspektif hukum positif Indonesia dan
hukum Islam. Dalam membahas tema tertentu dalam menulis skripsi ini, dirasa
perlu untuk memaparkan beberapa literature yang telah membahas dan
menyinggung tentang tema dari tema yang penyusun bahas dalam skripsi ini. Dari
penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, dapat ditemukan beberapa

literature yang berkaitan dengan topik ini, diantaranya :

Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fikih Anti Korupsi
Perspektif Ulama Muhammadiyah, buku ini memberikan pengetahuan yang luas
mengenai tindak pidana korupsi dalam Islam dan peristiwa-peristiwa korupsi pada

. : .- 10
masa nabi sampai pada masa tabi’in.

Muhammad Nurul Irfan, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam
Perspektif Fikih Jinayah, buku ini memberikan pengetahuan yang luas mengenai
tindak pidana korupsi dalam islam dan mempertegas pernyataan bahwa tindak

pidana korupsi masuk dalam jarimah ta’zir, bukan jarimah hudud."’

Andi Hamzah, Pembarantasan Korupsi : Melalui Hukum Pidana Nasional
dan Internasional, buku ini membahas mengenai pengertian korupsi, sebab dan

akibat korupsi, sejarah perundang-undangan korupsi di Indonesia, perbandingan

"Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama
Muhammadiyah, cet. ke-2, (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban (PSAP), 2006)

"Muhammad Nurul Irfan, Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fikih
Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005)
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UU No. 3 tahun 1971 dengan UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambah

dengan UU No. 20 Tahun 2001."

Djaja Ermansjah, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi),buku ini membahas mengenai cara KPK dalam

memberantas korupsi."

H.A. Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam
Islam), buku ini membahas tentang macam-macam jarimah, termasuk jarimah

. 14
ta’zir.

Marsum, Jinayat (Hukum Pidana Islam), buku ini membahas mengenai
jarimah hudud, jarimah qisas/diyat dan jarimah ta’zir, dan pembagian jarimah

masing-masing."

Skripsi yang disusun oleh Mafrukhin dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Syari’ah yang berjudul, “Studi Atas Tindak Pidana Korupsi Menurut
Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”. Yaitu, membahas tentang apa

bedanya korupsi dalam hukum Islam dan hukum positif.'®

12 Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan
Internasional, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

'3 DjajaErmansjah, Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan
Korupsi), (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)

"' H.A. Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), cet. ke-2,
(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)

'S Marsum, Jinayat (Hukum Pidana Islam), (Y ogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1991)

"*Mafrukhin, “Studi Atas Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Islam dan
Hukum Pidana Positif Indonesia”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, Fakultas Syari’ah, 2004)
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E. Kerangka Teoretik

Harta benda merupakan salah satu dari lima al-masalih al-daruriyyah
(kemaslahatan primer), dan hifz al-mal (menjaga harta) merupakan salah satu asas
dari magqasid al-syari’ah (prinsip dan tujuan dasar penetapan syari’at). Dengan
mengharamkan cara-cara yang batil dalam penguasaan harta milik (QS. al-
Bagarah 2:188). Pengertian kata batil tersebut menurut Rasyid Ridha dalam Tafsir
al-Manar-nya, mengandung pengertian “tidak semestinya” atau tidak melalui
jalan yang benar”. Dengan demikian dalam konteks ini, ayat tersebut
menunjukkan bahwa diharamkan ataupun menafkahkannya pada jalan yang tidak

benar (misalnya untuk menyuap) dan tidak bermanfaat.'’

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian
keuangan Negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat UU korupsi
baik yang lama yaitu UU No.3 Tahun 1971 maupun yang baru yaitu UU No.31
Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa kerugian
keuangan negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi.
Keuangan negara yang dimaksud di dalam Undang-undang ini sebagaimana
ditegaskan dalam penjelasan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU NO. 20 Tahun 2001,
yakni seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,'® yang bukan saja

merugikan banyak pihak, namun juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi

' Suyitno, Korupsi, Hukum, dan Moralitas Agama (Mewacanakan Fikih Anti Korupsi),
(Yogyakarta: Gama Media, 2006), hlm. 77

18 Ibid., hlm. 35



12

masyarakat.'”Dengan demikian, pemberantasan korupsi perlu dilakukan dengan
cara yang luar biasa.”’Maka dari itu harus ada penetapan harta hasil korupsinya
(Esekutorial Harta Hasil Korupsi). Dengan adanya kekuatan eksekutorial dapat
dilaksanakannya apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat

negara.

Eksekutorial berasal dari kata Eksekusi, Eksekusi (Execution) artinya
pelaksanaan keputusan hakim atau surat kuasa lain, pelaksanaan hukuman mati,
penyitaan dan penjualan harta orang karena berutang.*' Kata Korupsi berasal dari
bahasa Latin Corruptio atau Corruptus, dari kata kerja Corrumpere, yang tersusun
dari kata com dan rumpere. Dari bahasa Latin inilah turun ke dalam bahasa Eropa
seperti Inggris, yaitu Corruption, Corrupt; Perancis yaitu Corruption, dan
Belanda yaitu Corruptie (Korruptie). Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke

bahasa Indonesia menjadi korupsi.**

Eksekusi menurut Prof. Subekti adalah pelaksanaan suatu putusan yang
sudah tidak dapat diubah lagi, ditaati secara sukarela ole pihak yang bersengketa.
Jadi didalam makna perkataan eksekusi sudah mengandung arti pihak yang kalah
mau tidak mau harus mentaati putusan itu secara sukarela, sehingga putusan itu

harus dipaksakan kepadanya dengan bantuan kekuatan umum. Yang dimaksud

9 Ibid., hlm. 55
20 1bid., hlm. 226

2! Dagun, Save M., Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, cet. ke-5, (Jakarta: Lembaga
Pengkajian Kebudayaan Nusantara (LPKN), 2006), him. 201

22 Andi Hamzah, Pembarantasan Korupsi... ..........occooe......., hlm. 4
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kekuatan umum adalah polisi, bahkan kalau perlu militer (angkatan bersenjata).”>
Sedangkan menurut M. Yahya Harahap Eksekusi adalah tindakan hukum yang
dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara,
merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang

berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.*

Pasal 18 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang

tindak pidana korupsi®.

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud
atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh
dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana
tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang
menggantikan barang-barang tersebut.

b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama
dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

¢. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1
(satu) tahun.

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan
seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat
diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Dalam pasal 18 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

diadopsi dari KUHP yaitu pasal 10 huruf b KUHP.

2 Subekti, Hukum Acara Perdata, cet. ke-3, (Bandung: Binacipta, 1989), him. 130

** M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, cet. ke-3,
(Jakarta: PT. Gramedia, 1991), him. 1

3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.
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Di antara para sahabat Nabi yang paling tegas dalam pengawasan harta
para pejabat adalah Umar Ibn Khatthab. Pada masa sahabat Umar Ibn Khatthab
pernah terjadi pemalsuan stempel bait al-mal untuk mengambil sebagian harta
bait al-mal yang dilakukan oleh Muz’in Ibn Zaidah. Umar menghukumnya
dengan hukuman jilid seratus kali dan penjara satu tahun. Selain itu Umar juga
pernah menegur seorang pemungut zakat yang menerima hadiah dari seorang
muzaki, dan Umar memerintahkan orang itu untuk menyerahkan hadiah tersebut
ke bait al-mal. Bahkan Utbah Ibn Abi Sufyan sekembalinya ke Madinah pernah
ditanya oleh Umar mengenai perolehan hartanya ketika menjadi wali negeri
disuatu wilayah. Utbah menjawab: Aku datang kesana uangku sambil berdagang.
Umar berkata: aku mengutus kamu sebagai wali negeri, tidak mengutus sebagai
pedagang, karena sebenarnya dagangan dan kekuasaan itu tidak sama. Oleh
karena itu masukkanlah hartamu ke bait al-mal kaum muslimin. Umar
menghitung kekayaan para pejabat di awal dan di akhir jabatannya. Bila terdapat
kenaikan yang tidak wajar, yang bersangkutan, bukan jaksa atau orang lain,

diminta membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya itu didapat dengan cara

%6 Imam Muslim, Sahih Muslim, Juz 111, , hadis nomor 30/1833, “Kitab al-Imarah”, “Bab
Tahrim Hadaya al-‘Ummah”. Hadis dari Abu Bakr Ibn Abi Syaibah dari Waki’ Ibn al-Jarrah dari

Isma’il Ibn Abi Khalid dari ‘Adi Ibn ‘Umairah al-Kindi. (ttp.: tp., t.t.), hlm. 1456
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yang halal. Bila gagal, Umar memerintahkan pejabat itu menyerahkan kelebihan
harta dari jumlah yang wajar kepada baitul al-mal. Tindakan Umar tersebut
dengan jelas mengajarkan bagaimana agar dalam suatu pemerintahan Islam, setiap
aparatur pemerintah harus bersih dari berbagai perilaku yang merugikan negara

ataupun memanfaatkan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri.*’

Pengawas perbendaharaan Negara (bait al-mal) di masa Khalifah Umar
bin Abdul Aziz (63 H/682 M — 102 H/720 M) memberikan sebuah kalung emas
kepada puteri khalifah, karena ia menganggap hal itu patut untuk menghargai
pengorbanan khalifah. Setelah mengetahui hal tersebut, Umar bin Abdul Aziz
marah dan memerintahkan agar saat itu juga kalung tersebut harus dikembalikan
ke bait al-mal, karena kalung tersebut adalah milik Negara dan hanya untuk

negaralah harta itu digunakan.

Para ulama memberikan penjelasan mengenai pembayaran uang pengganti

atau pengembalian uang hasil korupsi, di antaranya:”®

a. Imam al-Syafi’i dan Ahmad Ibn Hanbal berpendapat bahwa pelaku
korupsi harus mengembalikan uang yang dikorupsi, meskipun ia telah
dikenakan hukuman. Pelaku korupsi mendapatkan hukuman kedua-duanya
yaitu yang berupa sanksi za 'zir dan ganti rugi harta yang dikorupsi. Alasan

mereka, pelaku korupsi telah melanggar dua hak, dalam hal ini hak Allah

?"Majlis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Fikih Anti Korupsi Perspektif Ulama
Muhammadiyah,cet. ke- (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Peradaban, 2006), hIm. 78

3 Ibid., hlm., 91
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berupa pengharaman korupsi dan hak hamba berupa pengembalian harta
orang lain.

b. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa bila pelaku korupsi telah
ditetapkan hukumannya, maka ia tidak wajib mengganti uang hasil
korupsi, karena merujuk QS. Al-Maidah 38. Ayat ini hanya menyebutkan
hukuman pokok saja dan tidak ada hukuman tambahan berupa harta atau

uang pengganti dalam tindak pencurian.

Kemudian penerapan hukuman ta’zir berupa uang terdapat perbedaan
pendapat di kalangan ulama: Abu Yusuf, Imam al-Syafi’i, Imam Malik, dan Imam
Ahmad berpendapat bahwa penerapan hukuman fa zir berupa uang pengganti

mereka membolehkannya.”

Disamping itu ulama juga membolehkan penerapan sanksi fa zir berupa
pemilikan uang dengan jalan rampasan atau penyitaan bagi pelaku tindak pidana
korupsi dengan maksud memperkaya diri sendiri, mengakibatkan kerugian negara

dan memperburuk perekonomian masyarakat.>

Ta’zir adalah hukuman terhadap terpidana yang tidak ditentukan secara
tegas bentuk sanksinya ada dalam nash al-Qur’an dan al-Hadits. Penerapan
hukuman ta’zir sepenuhnya diserahkan kepada Hakim (Penguasa), dengan
kewenangan yang dimilikinya, ia dapat menetapkan hukuman yang sesuai dengan

kadar kejahatan dan keadaan pelakunya, dengan memperhatikan ketentuan-

2 Ibid., him. 93

30 Ibid., him. 93
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ketentuan umum Islam dalam menjatuhkan hukuman, yaitu : Tujuan penjatuhan

hukumannya menjaga dan memelihara kepentingan umum.*!

Di dalam al-Qur’an tidak disebutkan sanksi tindak pidana korupsi (gulul),
maka kemudian untuk menjaga kemaslahatan umat maka hukuman korupsi
dihukumi dengan jarimah ta’zir dan penentuan hukumannya diserahkan kepada

penguasa atau hakim.*?

Hukum terhadap harta dalam jarimah ta’zir dapat berupa denda atau
penyitaan harta siterhukum. Hukuman denda dapat juga dijatuhkan bagi orang
yang menyembunyikan, menghilangkan atau merusakkan barang milik orang lain
dengan sengaja. Bentuk lain dari denda adalah perampasan terhadap harta yang

diduga hasil perbuatan jahat.>
F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penyusun mencoba menguraikan pandangan Fikih
Jinayah dan UU No. 31 Tahun 1999 UU No. 20 Tahun 2001 mengenai
eksekutorial harta hasil korupsi. Adapun metode yang digunakan ini tercakup

dalam empat bagian, yaitu:

3 Ismail, “Hukum Islam dan Korupsi”, http://kumpulan-makalah-

dlords.blogspot.com/2009/07/hukum-islam-dan-korupsi.html, akses Senin 20 Juli 2009

32 Marsum, Jinayat (Hukum Pidana Islam),(Y ogyakarta: Fakultas Hukum UTL, 1991),
hlm. 139.

33 Halimah, Hukum Pidana Syari’at Islam, Menurut Ahlussunnah Wal Jama’ah, (Jakarta:
Bulan Bintang, 1971), hlm. 24.
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. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan jenis penelitian
kepustakaan (library reseach) yaitu menjadikan bahan kepustakaan
sebagai sumber data primer, baik berupa buku-buku, kitab-kitab, artikel-
artikel, atau karya ilmiah yang ada kaitannya atau berhubungan dengan

topik pembahasan skripsi ini.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif komparatif, deskriptif komparatif di sini
adalah memaparkan dan menguraikan pokok permasalahan yang diteliti

secara proporsional kemudian dibandingkan melalui proses analisis.

. Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian kepustakaan, penyusun
melacak semua literatur yang memiliki relevansi terhadap hukum pidana

secara umum. Data yang diperoleh diklasifikasikan kedalam.

a. Data Primer

Data yang bersifat hukum Islam diambil dari al-Qur’an dan al-
Sunnah, dan ijtihad, serta data yang bersifat hukum positif diambil
dari UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang

tindak pidana korupsi.
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b. Data Sekunder

Buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan hukum pidana
secara umum dan yang berhubungan dengan eksekutorial harta
hasil korupsi baik dalam Fikih Jinayah maupun UU No. 31 Tahun
1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.

c. Data Tersier

Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, data yang diperoleh dari kamus
digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah yang berkaitan dengan
hukum.

4. Pendekatan Masalah

Penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah
penelitian yang berdasarkan pada teori konsep-konsep dalam hukum pidana Islam.
dan yuridis positif adalah penelitian yang berdasarkan pada teori-teori dan konsep-

konsep dalam hukum pidana positif.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam kajian ini adalah komparasi, yaitu
menganalisis data yang diperoleh dari hukum positif dan hukum Islam mengenai
eksekutorial harta korupsi dari beberapa aspek, kemudian membandingkan data
sehingga mendapat suatu kesimpulan yang akurat. Sehingga dapat mengetahui
peraturan dalam penetapan eksekusi harta hasil korupsi dalam hukum positif
Indonesia dan hukum Islam, dasar hukum yang diambil, dan dengan sendirinya

dapat mengetahui perbedaan, dan persamaannya.
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G. Sistematika Pembahasan

Dalam bagian ini akan diuraikan garis besar (outline) dari skripsi dalam
bentuk bab-bab, yang secara logis saling berhubungan dan merupakan keutuhan
serta mendukung dan mengarah tercapainya dari jawaban pokok permasalahan
yang telah diajukan. Agar dapat memenuhi sasaran bagaimana yang dikemukakan

di atas, maka penelitian ini disusun dengan sistematis sebagai berikut :

Bab pertama adalah Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah,
pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan, yeng fungsinya untuk

mengarahkan pembaca kepada subtansi pembahasan masalah ini.

Pada bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang tindak pidana
korupsi, yaitu dengan mendeskripsikan dan mengeksplorasi tentang pengertian,
dasar hukum, kriteria tindak pidana korupsi, yang merupakan pengenalan awal
dalam memahami tindak pidana korupsi, dan merupakan pintu masuk pertama
bagi permasalahan yang akan dikaji. Pada bagian seclanjutnya pada bab ini
membahas tentang eksekutorial harta korupsi, yang merupakan pembahasan
utama dalam bab dua ini. Sehingga dalam ranah pembahasan, pokok masalahnya
sudah jelas. Pada bagian ini membahas bagaimana pandangan hukum positif
Indonesia. Sehingga pembaca dapat mengetahui penetapan peraturan eksekusi

harta korupsi itu sendiri.

Pada bab ketiga, berisi tentang tinjauan umum tentang tindak pidana

korupsi dalam hukum Islam, yaitu dengan mendeskripsikan dan mengeksplorasi
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tentang pengertian, unsur-unsur korupsi dalam hukum Islam, yang merupakan
pengenalan awal dalam memahami tindak pidana korupsi, dan merupakan pintu
masuk pertama bagi permasalahan yang akan dikaji. Pada bagian selanjutnya pada
bagian bab ini membahas tentang eksekutorial harta korupsi dalam huluk Islam,
yang merupakan bahasan utama dalam bab tiga ini. Sehingga dalam ranah
pembahasan, pokok masalahnya sudah jelas. Pada bagian ini membahas
bagaimana pandangan hukum Islam. Sehingga pembaca dapat mengetahui

penetapan peraturan eksekusi harta korupsi itu sendiri.

Pada bab keempat, adalah yang berisi analisis, analisis perbandingan
eksekutorial harta hasil korupsi dari segi pengembalian aset hasil korupsi dalam
hukum positif Indonesia dan hukum Islam, sehingga dari analisis tersebut dapat

diketahui letak perbedaan dan persamaan dari perspektif hukum tersebut.

Pada bab kelima adalah penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-

saran.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Peraturan penetapan eksekutorial harta hasil korupsi dalam hukum positif
Indonesia (UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001) dan

hukum pidana Islam (Fikih Jinayah)

Penetapan eksekutorial harta hasil korupsi dalam hukum positif Indonesia

terdapat dalam UUPTPK No. 31Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 18

ayat 1 yang bersisi tentang:

Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

a.

b.

C.

d.

Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud
atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh
dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana
tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang
menggantikan barang-barang tersebut.

Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama
dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1
(satu) tahun.

Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan
seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat
diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Sedangkan dalam hukum Islam (Fikih Jinayah) eksekutorial harta hasil

korupsi masuk dalam jarimah ta’zir, dimana koruptor terkena pidana denda.

Koruptor didenda dua kali lipat dari hasil kejahatannya.

110
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2. Persamaan dan perbedaan eksekutorial harta hasil korupsi dalam hukum
positif Indonesia dan hukum Islam
a. Persamaan
Dari beberapa segi analisis hanya dari segi sanksi pengembalian aset yang
terdapat persaman antara hukum positif Indonesia dan hukum Islam, sanksi yang
dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, dalam hukum positif Indonesia
hukuman pidana yang diterapkan adalah:
1) Pidana mati
2) Pidana penjara

3) Pidana tambahan

Hukuman pengembalian aset ini masuk dalam pidana tambahan, yang
meliputi: perampasan barang, pembayaran uang pengganti yang jumlahnya
sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana
korupsi, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1

(satu) tahun, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu.

Adapun dalam hukum Islam yang berkenaan dengan apa sanksi yang
pantas dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi, Majelis Tarjih PP
Muhammadiyah mengelompokkan perbuatan/tindak pidana korupsi pada jarimah

ta zir. Hukuman-hukuman ta ’zir antara lain:

1) Hukuman yang mengenai badan yaitu, hukuman mati dan jilid;
2) Hukuman yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang yakni,

hukuman penjara dan pengasingan;
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3) Hukuman yang berkaitan dengan harta benda, seperti hukuman
denda, penyitaan dan penghancuran barang;

4) Hukuman-hukuman lainnya yang ditentukan oleh ulil amri demi
kemaslahatan umum, misalnya peringatan keras dan dihadirkan
dihadapan sidang, ditegur/dicela atau dinasehati, dikucilkan,

dipecat dari jabatannya, diumumkan kesalahannya dan sebagainya.

Sanksi pengembalian aset dalam hukum Islam ini masuk dalam jarimah
ta’zir, yaitu masuk dalam hukuman yang berkaitan dengan harta benda, seperti

hukuman denda, penyitaan dan penghancuran barang.

Sebagai kesimpulan dalam hal ini, letak persamaan dalam hal penjatuhan
sanksi hukum bagi pelaku kejahatan korupsi terdapat beberapa sanksi yang mana
perspektif hukum ini sama-sama menerapkannya yaitu, hukuman mati, hukuman
penjara, hukuman denda, hukuman penyitaan harta, hukuman pemecatan dari
jabatan, dan hukuman tambahan lain-lainnya. Meski demikian, dalam hal batasan-
batasan minimum dan maksimum penjatuhan sanksi hukumnya tidaklah sama,

termasuk juga pelaksanaan sanksi hukumnya.

b. Perbedaan

1) Dari Segi Azasa (Dasar Hukum)

Eksekutorial harta hasil korupsi dan pengembalian aset dalam hukum
positif Indonesia dan hukum pidana Islam sumber hukum yang didasarkan oleh
kedua perspektif tentu sangat berbeda. eksekutorial harta hasil korupsi dan

pengembalian asetnya dalam perspektif hukum positif Indonesia, dasar hukum
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yang diangkat terdapat dari UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001
tentang tindak pidana korupsi yaitu, Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 32 Pasal 33
dan Pasal 34 serta Pasal 38 Pasal ayat (5), Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 38 B ayat

(2) CUU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001.

Sementara dalam perspektif hukum Islam mengangkat hukum-hukumnya
dari al-Qur’an, al-Hadits dan Ijma’ al-‘Ulama’, sedangkan dalam perspektif
hukum positif Indonesia mengangkat hukum-hukumnya dari undang-undang dan
peraturan lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Rasulullah SAW.

bersabda:
A siall 5 alie A j2 Aglad die (s 7 JA (s

Hukuman eksekutorial harta hasil korupsi dan pengembalian hartanya
masuk dalam jarimah ta’zir, yang masuk dalam hukuman berupa harta (denda).

Koruptor harus mengganti hasil hasil kejahatannya dua kali lipat.

2) Dari Segi Cara Pengembalian Aset

Cara pengembalian aset dalam hukum positif dapat dilakukan dengan dua
jalur yaitu melalui jalur keperdataan (civil procedure) berupa gugatan perdata
maupun jalur kepidanaan (criminal procedure). Pengembalian aset (asset
recovery) pelaku tindak pidana korupsi melalui gugatan perdata secara runtun
diatur dalam ketentuan Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 serta Pasal 38 C UU No.
31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001. Kemudian melalui jalur kepidanaan

sebagaimana ketentuan Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6) dan Pasal 38 B ayat (2)
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dengan proses penyitaan dan perampasan. Ketentuan-ketentuan sebagaimana
tersebut di atas memberikan kewenangan kepada Jaksa Pengacara Negara atau
instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata kepada terpidana dan
atau ahli warisnya baik ditingkat penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di

sidang pengadilan.

Sementara dalam hukum Islam, cara pengembalian aset ini masuk jarimah
ta’zir, koruptor mendapat hukuman denda. Koruptor harus mengganti dua kali
lipat dari hasil kejahatannya. Akan tetapi semua keputusan dalam jarimah ta’zir

ini berada di tangan hakim.

B. Saran-saran

Hukuman berat wajib diterapkan terhadap para koruptor. Pola pemiskinan
dengan cara merampas atau menyita harta kekayaan koruptor, pemberian sanksi
sosial, dan penerapan hukum yang tegas dinilai efektif untuk menekan korupsi
yang semakin merajalela di Indonesia. Salah satu cara yang paling memungkinkan
untuk memberantas korupsi karena keserakahan adalah dengan memiskinkan
koruptor. Pemerintah harus mencari pola-pola pemiskinan, seperti merampas dan
menyita harta kekayaan atau aset pejabat korup. Aset milik koruptor itu bisa
dikelola oleh negara dan hasilnya bisa digunakan untuk menambah pendapatan

negara.

Selain itu, penegakan hukum juga harus dipertegas. Sebab, selama ini,

hukuman yang diberikan kepada para koruptor belum maksimal. Buktinya,
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hukuman seumur hidup bagi koruptor yang diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah disempurnakan menjadi UU Nomor 20
Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi belum pernah diberlakukan. Padahal,

hukuman berat itu penting untuk memberikan efek jera.
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